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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Se-
Kabupaten Tabanan;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1938, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT SE-KABUPATEN TABANAN.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas
adalah UPTD Puskesmas milik Pemerintah Daerah
yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah.

5. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD pada
masing-masing Puskesmas Se-Kabupaten Tabanan.

6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra
adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk
menjelaskan strategi pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah dengan mempertimbangkan alokasi
sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik
analisis bisnis.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan
pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah selama 5 (lima)
tahun dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan
kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
a.menjadi Pedoman pengembangan layanan;
b.menjadi pedoman strategis dan arah kebijakan;

c. menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan; dan
d.menjadi pedoman Pengelolaan keuangan.

BAB III
RENCANA STRATEGIS

Pasal 3

Renstra UPTD Puskesmas di Daerah disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

L. Rencana pengembangan layanan;

II. Strategis dan arah kebijakan;

III. Rencana program dan kegiatan; dan

IV. Rencana keuangan.

Pasal 4

Renstra UPTD Puskesmas di Daerah Tahun 2020-2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai
pedoman perencanaan pelaksanaan, pembinaan,
pengkoordinasian dan pengawasan bagi UPTD Puskesmas di
Daerah dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan
secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 5

Renstra UPTD Puskesmas di Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Oktober 2019

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal, 9 Oktober 2019
S K ARTﬁ_DAEMH KABUPATEN TABANAN,

&




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA  STRATEGIS  UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT SE-KABUPATEN
TABANAN



